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Cogito, ergo sum.- aku berpikir maka aku ada. 

Tapi kadang aku berhenti berpikir, biar bisa “menjadi.” Hasilnya? Aku jadi lapar. 

Sehingga, eksistensi itu butuh makan, bukan kesadaran. 

as if aku berpikir, maka aku ada. Namun jika hanya berpikir skripsi gak kelar-kelar. 

Sehingga Eksistensi itu nyata, tapi revisi lebih nyata. 

as if “God is Dead.” Namun sekarang manusia lebih percaya ramalan zodiac, vibe 

healing, dan konten viral. Sehingga, yang mati bukan “Tuhan”, namun yang lahir 

adalah algoritma ilahi. 

 

Motto: 

 

Prepetual Motion 
-Karena berhenti berpikirpun butuh makan- 
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ABSTRAKSI 

 

Nama : CHILMAN NAFIS 

Nim : 20211010311432 

Judul : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 

P/HUM/2024 Tentang Uji Materil PKPU Nomor 9 

Tahun 2020 Terhadap Undang-Undang No 10 Tahun 

2016 dalam Perspektif Independensi Kekuasaan 

Kehakiman 

Pembimbing  : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum 

Fitria Esfandiari, SH., MH. 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh absennya kerangka analisis yang sistematis 

dalam menilai rasionalitas yuridis putusan Mahkamah Agung dalam perkara uji 
materiil peraturan di bawah undang-undang, khususnya dalam konteks peran hakim 
sebagai penafsir yang terikat pada prinsip negara hukum dan independensi 

kekuasaan kehakiman. Fokus dari penelitian ini, pertama, menganalisis dasar 
pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 

P/HUM/2024 yang menguji PKPU Nomor 9 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2016, kedua, mengevaluasi implikasi hukumnya terhadap sistem 
independensi kekuasaan kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 

apakah pertimbangan hukum hakim telah disusun berdasarkan norma hukum yang 
berlaku, serta memberikan gambaran mengenai bentuk putusan yang 

mencerminkan independensi hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah 
yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan 
pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui 

studi pustaka, dan dianalisis secara deskriptif analitik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang dibangun dalam putusan tersebut 

tidak didasarkan pada kerangka argumentasi yang utuh, sistematis, dan konsisten. 
Hakim merujuk pada norma peraturan perundang-undangan yang telah dicabut, 
menyandingkan norma dari domain kewenangan yang berbeda, serta membentuk 

argumentasi yang melampaui batas-batas kewenangan konstitusional Mahkamah 
Agung. Kondisi ini mencerminkan adanya penyimpangan dari prinsip legalitas dan 

keterikatan pada hukum yang berlaku, sekaligus membuka ruang tafsir yang 
berpotensi melemahkan independensi kekuasaan kehakiman. Implikasi hukumnya 
adalah menurunnya legitimasi putusan, karena tidak dibangun di atas pertimbangan 

hukum yang objektif, rasional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. 
Setiap pertimbangan harus merepresentasikan pemikiran yuridis yang transparan, 

bertanggung jawab, dan tunduk pada batas-batas kewenangan yang ditetapkan oleh 
konstitusi Penelitian ini menyarankan agar Mahkamah Agung memperkuat struktur 
argumentatif dalam setiap putusannya. 
 

Kata kunci: Putusan, Mahkamah Agung, Uji Materil, Independensi Kekuasaan Kehakiman 
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ABSTRACT 

 

Name : Chilman Nafis 

Nim : 202110110311432 

Tittle : Judicial Analysis of the Supreme Court Decision Number 

23 P/HUM/2024 on Judicial Review of General Election 

Commission Regulation Number 9 of 2020 Against Law 

Number 10 of 2016 in the Perspective of Judicial 

Independence 

Adviser : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum 

 Fitria Esfandiari, SH., MH. 

 

This research is motivated by the absence of a systematic analytical framework for 

assessing the legal rationality of the Supreme Court’s decisions in judicial review 
cases of regulations subordinate to statutes, particularly in the context of the 
judge’s role as an interpreter bound by the principles of the rule of law and judicial 

independence. This study focuses, first, on analyzing the legal reasoning behind the 
Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024, which reviews KPU Regulation 

Number 9 of 2020 against Law Number 10 of 2016; second, on evaluating the legal 
implications of the decision for the independence of the judiciary. The objective of 
this research is to evaluate whether the judges' legal reasoning was formulated 

based on the applicable legal norms and to illustrate the form of a judgment that 
reflects judicial independence. This study employs a normative legal research 

method with statutory, case-based, and conceptual approaches. Legal sources were 
collected through literature study and analyzed using a descriptive-analytical 
technique. The findings reveal that the legal reasoning in the decision was not 

constructed on a coherent, systematic, and consistent argumentative foundation. 
The judges referred to repealed legal norms, juxtaposed provisions from different 

domains of authority, and formulated arguments that exceeded the constitutional 
limits of the Supreme Court's jurisdiction. This indicates a deviation from the 
principle of legality and adherence to positive law, while also opening interpretive 

space that potentially weakens judicial independence. The legal implication is the 
diminished legitimacy of the decision, as it is not based on objective, rational legal 

reasoning consistent with the principles of a rule-of-law state. This research 
recommends that the Supreme Court strengthen the argumentative structure of its 
decisions to ensure transparency, accountability, and compliance with 

constitutional limits. 
 

Keywords: Decision, Supreme Court, Judicial Review, Judicial Independence 
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